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KATA PENGANTAR 

Menulis buku ilmiah apalagi yang bcrbentuk pengantar, 
bukanlah mcrupakan peketjaan yang mudah. Namun penulis 
tctap bertekad dan mcmberanikan diri untuk memulainya: Sebab, 
tiada jalan lain untuk mcngatasi kesukaran tersebut selain daripada 
memulainya, yang pada akhirnya -- walaupun bukan yang ter­
akhir - harus diakhiri dcngan adanya hasil yang nyata. Sebagai 
hasil nyata tcrsebut, adalah buku yang bet:iudul : PENGANTAR 
HUKUM INTERNASIONAL dalam bcntuk dan isi seperti sekarang 
ini. 

Bahan-bahan refcrcnsi yang dipergun.akan dalam menyusun 
buku ini kebanyakan berupa buku-buku dan artikeloartikel dari 
sarjana-satjana barat. Hanya scdikit yang berasal dari satjana­
sarjana negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh karena bahan­
bahan yang tersedia di perpustakaan, kebanyakan karya-karya 
para satjana barat. 

Dalam bcberapa hal ---- walaupun hanya sedikit - memang 
terdapat perbedaan nuansa pembahasan mengenai beberapa 
materi tertentu dari hukum internasional antara para satjana 
barat dan para satjana dari negara berkernbang. Dalam hal ini, 
penulis juga tidak luput dati pcngaruh posisi Indonesia sebagai 
negara berkcmbang. Beberapa butir masalah yang dibahas dalam 
buku ini, mencerminkan sudut pandang negara-negara betkem­
bang. Penulis merasa perlu mengingatkan para pembaca bahwa, 
beberapa materi dan kasus-kasus hukum internasionaf, dalam 
buku ini dikembangkan dan clisinggung lebih dari satu kali. Hal 
ini clisebabkan olch karena materi ataupun kasus-kasus tersebut 
mengandung lebih dari satu dimensi. Jadi, bukanlah merupakan 
pengulangan belaka yang mungkin dapat membosankan para pem­
baca. 

Patut diketahui bahwa, penman negara-negara berkcmbang 
dalam pembentukan hukum internasional modern, terutama 
setelah Peiang Dunia II adalah sangat besar. Oleh kareria itu 
tidaklah mengherankan jika hukum internasional sebelum Perang 
Dunia II dengan sesudahnya, menunjukkan perbedaan yang cukup 
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besar. J3ahkan hukum internasional pada masa tahun 1950-an 
dan i.960-an jika dibandingkan dengan hukum internasional pada 
rnasa 1970-an dan 1980-an, juga menunjukkan adanya perbeda­
an-perbedaan. Kiranya tidak berkelebihan jika dikatakan bahwa 
hukum internasional pada masa awal tahun duaribuan (abad ke 
21) pasti sudah berbeda dengan hukum internasional·l980-an 
dan 1990-an. Dengan kata lain, hukum internasional terus ber-
kembang. · 

Buku ini walaupun· secara garis besar masih mengikuti siste­
matika yang konvensional, dalam beberapa hal sudah disesuaikan 
dengan perkembangan dan kecenderungan baru dari hukum inter-

. nasional itu sendiri. Sudah tentu untuk masa yang akan datang, 
penulis akan terus menyesuaikannya supaya dapat mengikuti 
perkembangan dan kecenderungan dari hukum internasional ter­
sebut. 

Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, penulis per­
sembahkan bukil ini ke hadapan para pembaca. Sudah tentu 
kekurangan dan kelemahannya itu, terbuka untuk dikritik dan 
dikoreksi oleh siapa pun. Kri;tik dan koreksi itu adalah merupa­
kan masukan dan materi yang sangat berharga imtuk men'yem­
purnakan buku ini pada penerbitan yang akan datang. Demikian- · 
lah seterusnya sehingga semakin lama akan semakin sempurna-
lah isi buku ini. · 

Sebagai akhir kata penulis mengucapkan ban yak terima · 
kasih kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu 
selama proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Terutama 
kepada Sdr. Poenomo Sadriman SH, Direktur C.V. Mandar Maju · 
yang telah banyak berjasa dalam penerbitan buku ini. 
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BABI , 
IIUKUM INTERNASIONAL PADA UMUMNYA 

l. PENGANTAR 

Sebagaimana pacta umumnya setiap orang yang hendak 
mempelajari suatu bidang ataupun cabang ilmu pengetahuan ter­
tentu, yang pertama-tama hendak diketahui dan dipahaminya 
adalah atasan dan pengerfian umum tentang bidang atau cabang 
ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini tidaklah berarti bahwa, setelah 
mengetahui batasan dan pengertian atas bidang ilmu engetahuan 
yang bersangkutan, kita akan mengetahui isi dan ruang lingkup­
nya secara mendalam dan menyeluruh, melainkan barulah me­
rupakan tahap awal atau permulaan untuk mendalaminya. Masih 
banyak aspek-aspeknya yang perlu dijelajahi dan didalami lebih 
lanjut. 

Namun demikian, dengan mengetahui batasan dan pengerti­
an atas bidang ilmu pengetahuan tersebut, setidak-tidaknya ada 
dua hal yang dapat kita peroleh sebagai modal utama untuk 
mendalaminya lebih lanjut, yaitu : 

Pertama, kita akan memperoleh gambaran umum batas­
batas bidang atau cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, 
yang membedakannya dengan cabang atau bidang ilmu pengetahu­
an lain yang pernah ataupun akan kita pelajari. Dengan kata lain, 
kita akan mengetahui bentuk, batas atau sisi luarnya yang mem­
batasi dan membedakannya dengan bidang atau cabang ilmu 
pengetahuan yang lainnya. 

Kedua, kita juga akan memperoleh gambaran umum tentang 
isi atau materi maupun ruang lingkup dari cabang atau bidang 
ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sudah tentu pengetahuan 
dan pemahaman kita atas isi dan ruang lingkupnya itu, barulah 
pacta garis besarnya saja. Jadi belum sampai kepada hal-hal yang 
sedalam-dalamn ya. 



Atau dengan singkat dapatlah dikatakan bahwa, yang per­
tama disebut sebagai pemahaman atas ·sisi ekstern sedangkan 
yang kedua, disebut sebagai pemahaman atas sisi tnteJil! atas 
cabang atau bidang ilmu pengetahuan tersebut. Dengan pemaham­
an umum tentang sisi ekstern dan intern dari suatu cabang atau 
bidang ilmu pengetahuan terse.but, kita sudah mulai dapat me~ 

lihat tempat dan kedudukan dari bidang ilmu pengetahuan yang 
bersangkutan. 

2. PENGERTIAN DAN BATASAN HUKUM INTERNASIO­
NAL 

Apa yang telah dikemukakan di atas, berlaku juga untuk 
hukum internas.ional. Mengetahui dan memahami batasan dan 
pengertian tentang hukum internasional, berarti pacta tahap 
permulaan kita sudah memiliki gambaran umum tentang bentuk 
dan isi dari hukum internasional itu. Pengertian dan batasan 
itulah yang akan dijadikan sebagai titik tolak . bagi pembahasan­
pem bahasan selanjutnya secara lebih mendalam. 

Sebenarnya, sudah cukup banyak sarjana hukum internasio­
nal yang mengemukakan pengertian dan batasan ten tang huk um 
internasional. Sudah barang tentu antara rumusan sarjana yang 
satu tidak persis sama dengan rumusan sarjana yang lainnya. 
Namun, dari pelbagai rumusan tersebut, dapat disimpulkan per­
bedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya. Di samping 
itu , jika rumusan yang berbeda-beda itu dikemukakan oleh para 
saljana yang hidup dalam kurun waktu yang berbeda , kita pun 
dapat mengetahui isi dan ruang ling up liukum internasional 
pada jamannya masing-masing . lsi dan ruang lingkup hukum 
internasional pada masa lampau mungkin saja berbeda dengan 
masa kini dan yang masa kini mungkin saja akan berbeda dengan 
masa yang akan datang. 

Yang lebih penting lagi adalah, dari perbedaan isi dan ruang 
lingkup hukum internasional dalam kurun waktu yang berbedn· 

_ beda itu, kita juga dapat menarik manfaat lain yaitu ita dapa t 
mengetahui sejauh mana peru5ahan da perkembangan dari 
hukum internasional itu dari masa e masa. Namun , patut eli· 
ingafkan di sinl1:5ahwa, janganlah mencoba menarik kesimpulan 

c 
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p 

be 



atas pendapat seorang sarjana tentang isi dan ruaryg lingkup hukum 
internasional hanya dengan membaca definisi atau batasan yang 
dikemukakannya tentang hukum internasional. Untuk mengetahui 
pendapat dan pandangan seorang sarjana tentang hukum inter­
nasional pada umumnya maupun masalah-masalah tertentu dalam 
hukum internasional , -velajarilah karya-karya tulisnya secara 
utuh, menyeluruh dan mendalam. 

Kembali pada pembahasan tentang definisi atau batasan 
tentang hukum internasional, dalam hal ini penulis tidak ber­
maksud untuk mengemukakan batasan sendiri, melainkan hanya 
mengutip definisi-definisi yang lebih dahulu telah dikemukakan 
oleh beberapa orang sarjana. Definisi-definisi tersebut adalah 
definisi yang dianggap dapat menggainbarkan hukum internasio­
nal itu secara menyeluruh serta menggambarkan realita pacta masa 
sekarang maupun kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan 
datang. 

Salah satu definisi hukum internasional yang cukup da at 
diandalkan adalah definisi dari CHARLES CHENY H DE, se­
perti yang dikutip oleh .G. STARKE, sebagai berikut : 1) 

"International law may be defined as that body of law 
which is composed for its greater part of principles and 
rules of conduct which states feel themselves bound to 
observe, and therefore, do commonly observe in their re lati­
ons with each other, and which includes also : 

a) the rules of law relating to the functioning of inter­
national institutions of organisations, their relations 
with each other, and their relations with states and 
individuals; and 

b) certain rules of law relating to individuals and non­
states entities so far as the rights or duties of such 
individuals and non-states entities are the concern 
of the international community". 

Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih 
berarti sebagai berikut : 

"Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpul­
an hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip 
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----------------------~ ~D a 

~ dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara:-negaTa 
·tu sendiri merasa terikat dan menghormatinya , dan oleh 
karena itu, juga harus menghormati dalam ubungan antara 
mereka satu engan lainnya, dan yang juga mencakup : 

a) peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan 
fungsi-fungsi lembaga. atau organisasi inte.rnasional ; 
hubungan . antara organisasi internasiona itu satu 
dengan lainnya; 
hubungan anta.ra o rganisasi internasional itu engan 
negara/negara-negara ·dan 
hubungan ' antara organisasi internasiona dengan 
individ u/ inatvid u-individ u. 

b) peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan 
dengan inCliviClu-indiviClu dan subyek-suby:ek hukum 
bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek-subyek 
hukum bukan negara itu bersangk:ut- aut dengan 
masalah masyarakat internasional '. 

Berdasarkan pada definisi tersebut di atas, kita sudah men­
dapat gambaran umum tentang isi dan ruang lingk:up hukum 
internasional itu sendiri. Di dalamnya terkandung unsur suby:ek 
atau pelaku-pelaku yang berperan, hubungan-hubungan hukurh 
·antara subyek tersebut serta kaedah- aedah aupun p rinsip­
prinsip hukum yang lahir dari hubungan antar subyek tersebut 
yang keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan yang saling 
teijalin satu dengan lainnya. 

Berkenaan dengan subyek hukum internasional itu, tampak­
lah bahwa negara bukanlah satu-satunya subyek hukum inter­
nasional, seoagaimana pernah menjadi pandangan umum para 
saijana hukum internasional sekitar abad ke 19 atau awal abad ke 
20. Te asn a akan subyek hukum internasional 

fi'l. · internasional individu an 
e ara non-state entities . 
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·~:.:.....~---tau...._Ue ara-ne ara , seperti 
misa nya tentang kualifikasi suatu negara sebagai pribadi inter­
nasional, terbentuk atau terjadinya suatu negara, lenyapnya 
atau musnahnya suatu negara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
negara dan lain sebagainya. 

prinsip-prinsip dan peraturan- eraturan huku Y.ang 
berkenaan a~au ang mengatur persoalan-persoalan mengenai 
1u ungan ant ara negara Ciengan ne ara seperti misalnya petjanjian 

""' entang garis batas wilayah antara dua atau lebih negara, penyeleng­
garaan hubungan diplomatik, konsuler dan perekonomian antara 
negara, dan lain-lainnya. 

·~-~~i~sa~st.a· ,_atau ta in er-
nasional. Sebagai contoh misalnya; charter (piagam), covenant 
(kovenan), statute (statuta) suatu organisasi internasional; aturan 
prosedur (rules of procedure) atau semacam dengan hukum acara 
yang berlaku di dalam suatu organisasi internasional, misalnya: 
Rules of procedure of the Security Council of the United Nations, 
Rules of Procedure of the General Assembly of the United Nati­
ons, dan lain-lainnya. 2) 

Cl prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang 
mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antara organi­
sasi internasional dengan organisasi internasionaly seperti misal­
nya : petjanjian antara Masyarakat Ekonomi Eropah (MEE) dengan 
ASEAN dalam bidang perdagangan dan lain-lain. 

prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang 
mengatur persoalan antara negara den an o anisasi internasional 
seperti misalnya, petjanjian antara Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dengan Amerika Serikat tentang tempat kedudukan kantor pusat 
PBB di New York , 3)petjanjian antara ASEAN dengan Indonesia 
mengenai tempat kedudukan Sekretariat · J endral ASEAN di 
Jakarta. 4) 

prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang 
berkenaan dengan individu dan subyek hukum bukan ne ara 
sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewaJiban mereka itu menyang­
kut masalah masyarakat internasional, seperti misalnya, tentang 
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